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KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR ©00/275  TAHUN 2020

TENTANG

CRIAN BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERENCANA

MEDIS OPERASI PRIA TAHAP Il TAHUN ANGGARAN 2020

Menimbang

BUPATI SUKOHARJO,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, harus
dilaksanakan decngan tertub, clektif, chsien, ckonomis,
transparan, dan bertanggung Jjawab dengan
memperhatikan  kepatutan dan  manfaat  untuk
masyarakat serta taat pada peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Ncgert Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daecrah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menter:r Dalam
Negert Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan  Daerah, Pemberian  Subsidi,
Hibah, Bantuan Sosial, Dan Bantuan Kcuangan
dilaksanakan atas persctujuan kepala daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana
Mecdis Operasit Pria sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupatt Sukoharjo
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan
Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis Operast Pria
menycebutkan bahwa Bupati menetapkan daftar penerima
dan besaran bantuan sosial kepada peserta KB MOP
dengan Keputusan Bupaty;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu
memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana
Medis Operasi Pria Tahap Il Tahun Anggaran 2020;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huru!l a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d
perlu menctapkan Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daecrah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas  dar
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Kcuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan dan  Tanggung  Jawab
Kecuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53587) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan  Dacrah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Pcraturan Mentert Dalam Neger!
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 ]
Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  Keuangan
Dacrah (Lembaran Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 172);
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Pcraturan Daecrah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun
2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 4);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017

11.

12.

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluast Belanja Subsidi, Hibah,
Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Berita Daerah
Kabupaten  Sukoharjo Tahun 2017 Nomor  20)
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Ketiga atas Paraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pclaksanaan  dan Penatausahaan,
pertanggungjawaban dan  Pelaporan serta Monitoring
dan Evaluasi Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial
dan Bantuan Kcuangan (Berita Dacrah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 20189 Nomor 13);

Pcraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017
tentang Pemberian Bantuan Sosial Peserta Keluarga
Berencana Medis Operasi Pria (Berita Dacrah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 23) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28
Tahun 2018 tentang Pcrubahan atas Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemberian
Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana Medis
Operasi Pria (Berita Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2018 Nomor 28);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 56 Tahun 2020
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita
Dacrah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Memberikan Bantuan Sosial Peserta Keluarga Berencana

Medis Operasi Pria Tahap [I Tahun Anggaran 2020, dengan

daftar penerima secbagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

Penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud diktum

KESATU bertanggung jawab penuh baik formal dan material

atas bantuan yang diterimanya dan wajb menyvampaikan

laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupat.



KETIGA . Semua  bilaya

KEEMPAT
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scbagar akibat ditetapkannya

Keputusan ni1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

TEMBUSAN : Keputusan i dikirim kepada

0.

Yth. :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
Sckretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan  dan  Perlindungan  Anak
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Sckretaris Badan Kecuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan Dacrah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Bidang Perbendaharaan  pada
Badan Keuangan  Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
pada Badan Keuangan Dacrah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.

Keputusan Bupati int mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di1 Sukoharjo
pada tanggal 1 Dooccnoor D020

BUPATI SUKOHARJO .,

L e

WARDOYO WIJAYA



LLampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :°500/°775
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Tanggal : 7

DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL PESERTA KELUARGA BERIENCANA
MIEDIS OPERASI PRIA TAHAP 11

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URAIAN JUMLAH PERANGKAT DAERAH TERKAIT
1 2 3 4
02 1 1 Belanja Bantuan Sosial yvang Tidak
Dapat Direncanakan
02 | 1 1 Dwi Suhar_l_ﬂ, Perum Sukamakmur Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
i 94/ 10 Desa Palur Kecamatan 5 000.000 Berencana dan Pemberdavaan Perempuan
Mojolaban | ' dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo
021 1 2 |Sabari, Dk. S“m_”'k Rt. 02/.05 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Desa Karangmojo Kecamatan Weru ) Berencana dan Pemberdavaan Perempuan
2.000.000 . ‘
dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo
02 | 1 3 Sri Aprilianto, Dk.Putuk Rt. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
02/.03 Desa Karangmojo Berencana dan Pemberdavaan Perempuan
| 2.000.000 . ‘
Kecamatan Weru dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo
021 1 A Legimin, DK. I{arangmnj]n Rt Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
01/.01 Desa Karangmojo Berencana dan Pemberdavaan Peremnpus
e W 5 000.000 |B€rencana dan Pemberdayaan Perempuan
clatiiate dan Perlindungan Anak Kabupaten
Sukoharjo
Jumlah 8.000.000

BUPATI SUKOHARJO,
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WARDOYO WIJAYA




